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Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka (library research) untuk menjawab 
pertanyaan: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam (Putusan Nomor 
15/Pid.B/2015/PN.Pdp) tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman 
dengan nista (2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap (Putusan 
Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdp) tentang tindak pidana pemerasan dan 
pengancaman beberapa kali dengan nista.  
Pola pikir yang digunakan untuk menganalisa permasalahan di atas adalah 
dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan data yang 
bersifat umum dengan metode kualitatif yaitu yang berkaitan dengan bagaimana 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana 
pemerasan dan pengancaman dengan nista tersebut.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman 
kepada terdakwa Anda Suhanda kurang tepat karena Majelis Hakim melalui 
pertimbangan-pertimbangannya dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Padang 
Panjang, seharusnya menjatuhkan hukuman menggunakan Vercherpte Absorptie 
stelsel yaitu hukuman yang terberat ditambah 1/3 maka hukuman yang 
dijatuhkan adalah 12 tahun. Tetapi Majelis Hakim justru menjatuhkan hukuman 
selama 4 tahun dan 6 bulan. Di dalam Islam melarang segala bentuk kejahatan 
yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-
undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Tindak pidana pemerasan 
dan pengancaman di dalam hukum pidana Islam menurut para fuqaha 
dikategorikan dalam hukum  pidana perampokan/ Hirabah. Jadi dalam hal ini 
sanksi yang dapat dikenakan kepada terdakwa adalah hukuman potong tangan 
dan kaki secara bersilang. Karena harta yang diambil telah memenuhi syarat-
syarat harta yang mewajibkan diberlakukannya hukuman had potong tangan dan 
kaki secara bersilang yaitu dipotongnya tangan kanan dan kaki kiri sesuai dengan 
ketentuan surah Al-Maidah ayat 33. 
 Terkait dengan UU tentang pengancaman yang memerlukan delik bersifat 
aduan hendaknya lebih dilakukan secara efektif oleh Hakim untuk menguak 
kejahatan, mengingat kejahatan pengancaman semacam ini justru banyak yang 
lolos dari penanganan para penegak hukum. Karena kejahatan tersebut tentu akan 
sangat merugikan korban. Hendaknya hukum harus bergerak sesuai dengan 
perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Hukum 
Pidana. Terkait tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang semakin marak 
terjadi di kalangan masayarakat diharapkan bisa membuat masyarakat lebih 
berhati-hati, khususnya untuk tidak mudah percaya dengan orang yang tidak 
dikenal baik itu dari sosial media maupun handpohne. Karena alat elektronik dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat 
dan peradaban  manusia secara global. Teknologi informasi saat ini menjadi 
pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan 
kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana 
efektif perbuatan melawan hukum mengingat pemanfaatan teknologi 
informasi berbasis virtual. 
1
 
Tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah suatu tindakan oleh 
pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan 
maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk 
menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan 
ancaman, sehingga seseorang yang telah diancam tersebut tidak ada jalan 




Tindak pidana ini dinamakan kualifikasi pemerasan (afpersing) dan 
diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Tindak 
pidana pemerasan ini sangat mirip dengan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya adalah dalam hal pencurian, si 
pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri. Sedangkan dalam hal 
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 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: Refika 
Aditama, 2006), 1-2. 
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 Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 
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pemerasan, si korban setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan 
barangnya kepada si pemeras. Dalam tindak pidana pemerasan, unsur 
“Maksud menguntungkan diri dengan melanggar hukum” sangat penting 
karena dianggap sudah cukup apabila sifat pelanggaran hukum dari 
menguntungkan diri ini terdapat dalam maksud si pelaku. 
3
 
Sedangkan dalam hal tindak pidana pengancaman (afdreiging) termuat 
bersama pemerasan dalam satu titel XXII buku II KUHP yaitu dalam pasal 
369 ayat (1) yang dituju oleh si pelaku sama dengan pemerasan. Bedanya, 
adalah cara-cara yang dipergunakan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan itu 
yaitu dengan cara melulu ancaman, tetapi bukan ancaman dengan kekerasan, 
melainkan dengan menista atau akan membuka rahasia dan yang dicemarkan 
adalah nama, kehormatan dari orang yang diancam atau dari orang ketiga, 




Adapun kronologi kejadiannya yaitu bermula pada bulan  Juni 2011 
Terdakwa Anda Suhanda berkenalan dengan saksi korban Yunengsih dengan 
cara terdakwa sering menghubungi ke handphone Yunengsih. Karena sudah 
terlalu seringnya Anda Suhanda menghubungi handphone Yunengsih  dan 
akhirnya Yunengsih mengangkat telepon dari Anda Suhanda kemudian 
berkenalan. Seiring dengan berjalannya waktu antara Yunengsih dengan 
Anda Suhanda sering mengirimkan pesan dan mulai bercerita tentang 
                                                          
3
 Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 
2010), 27-28.  
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masalah masing-masing, dan mereka melanjutkan hubungannya sampai pada 
tahap berpacaran. Selanjutnya Anda Suhanda meminta Yunengsih untuk 
mengirimkan fotonya yang dalam keadaan telanjang. 
5
 
Awalnya Yunengsih menolak tetapi pada akhirnya ia mengirimkan 
fotonya dalam keadaan telanjang bagian dada setengah badan dan setelah 
beberapa hari kemudian terdakwa Anda Suhanda meminta kepada 
Yunengsih untuk mengiriminya uang dengan alasan untuk memenuhi biaya 
hidup terdakwa sehari-hari karena tidak bekerja dan saksi korban Yunengsih 
menolaknya dengan alasan bahwa ia tidak mempunyai uang. Setelah 
mendengar alasan itu terdakwa Anda Suhanda mulai mengancam Yunengsih 
dengan ancaman akan menyebarkan foto telanjang dadanya di internet dan di 
sekolah tempat ia mengajar agar ia dipecat dari tempat kerjanya. Karena 
merasa takut dan cemas dengan ancaman itu, selanjutnya Yunengsih 
mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfernya melalui 
ATM Rekening Bank BRI atas nama Masitoh dan Mohamad Madkasim. 
Yunengsih mengirimkan uang kepada terdakwa Anda Suhanda sebanyak 2 
kali dalam satu bulan yang banyaknya tidak dapat diingat lagi. Selain itu 
terdakwa juga pernah mendatangi rumah Yunengsih untuk meminta 
mengaktifkan kembali nomor teleponnya agar dapat dihubungi sewaktu-
waktu oleh terdakwa kalau ia butuh nantinya.
6
 
Hal serupa juga dilakukan terdakwa Anda Suhanda kepada saksi korban 
Devi Anita panggilan Anita. Selain melakukan tindakan pemeresan terhadap 
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 Direktori Putusan Mahkamah Agung No 15/Pid.B/2015/PN.Pdp, 3.  
6
 Ibid.  

































saksi korban Anita dan Yunengsih terdakwa Anda  Suhanda juga pernah 
memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan suami-istri.  
Sehingga perbuatan tersebut bisa saja dikenai hukuman pada Pasal 285 
KUHP tentang tindak pidana perkosaan karena dalam tindak pidana 
perkosaan syaratnya harus ada paksaan terhadap korban. Paksaan itu 
dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Misalnya dengan cara melukai sehingga korban terpaksa bersedia melayani 
atau dengan menakut-nakuti akan membunuh apabila tidak mau menuruti 
kemauan pelaku untuk bersetubuh. Selain itu orang yang menjadi korban 
perkosaan adalah perempuan yang bukan istrinya. Korban perkosaan dapat 
berupa perempuan yang bersuami, gadis yang dewasa atau gadis yang belum 
dewasa. Hal seperti ini bisa terjadi baik dilingkungan keluarga maupun di 
luar lingkungan keluarga. Kebanyakan peristiwa perkosaan terjadi pada 
orang yang dekat dengan korban, karena pelaku mudah mendekati dan 
mengetahui tingkah laku korban sebelum peristiwa terjadi.
7
 
Sedangkan pencemaran nama baik yang diakibatkan oleh perbuatan 
tersebut termasuk dalam kategori fitnah. Kata “fitnah” sehari-hari umumnya 
diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni:  
“perkataan yang dimaksud menjelekkan orang...”.8 
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 Gatot Supramona, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta:Djambatan,1998), 103-104.  
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 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya,  
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 31.   

































Dalam ilmu hukum  pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan 
surat/ tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan 
membuktikannya, dan ternyata, tidak dapat membuktikan. 
Jarimah atau tindak pidana didefinisikan oleh al-Mawardi sebagai berikut: 
“segala larangan syarak yaitu melakukan hal-hal yang dilarang dan atau 
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukum had 
atau takzir”.9 
Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam hukum pidana 
Islam termasuk dalam jarimah hirabah atau perampokan dapat digolongkan 
kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan 
dalam arti majazi. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik 
orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan 
harta secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan 
juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan 
kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya 
hirabah/perampokan diistilahkan dengan sirqah kubra atau pencurian berat 
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 A.Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,1997), 11.  
10
 Achmad Wardi  Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 93.  

































Dasar hukum hirabah adalah firman Allah Swt. : 
 اوُل م تَق ُي ْنَأ اًداَسَف ِضْرلأا فِ َنْوَعْسَيَو ُهَلوُسَرَو َمللَّا َنُوِبراَُيُ َنيِذملا ُءَازَج َا منَِّإ ْوَأ اوُبملَصُي َْوأ
 فِ ُْمَلََو اَي ْن ُّدلا فِ ٌيْزِخ ُْمَلَ َكِلَذ ِضْرلأا َنِم اْوَف ْ ن ُي َْوأ ٍفلاِخ ْنِم ْمُهُلُجَْرأَو ْمِهيِدَْيأ َعمطَق ُت 
 ٌميِظَع ٌباَذَع َِةرِخلآا 
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya 
dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, 
atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan 
dari tempat kediamannya. Yang demikian itu  kehinaan bagi mereka di 





Pada intinya persoalan tindak pidana perampokan adalah ke luarnya 
sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta secara terang-
terangan dengan menggunakan kekerasan. Dari definisi di atas, dapat 
diketahui bahwa unsur jarimah hirabah itu adalah ke luar untuk mengambil 
harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak 
mengambil harta, bisa juga dengan tindakan lain, seperti melakukan 
intimidasi atau membunuh orang. 
Berdasarkan dari pemaparan di atas.  Maka penulis ingin lebih jauh 
memaparkan  tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman beberapa 
kali dengan nista ini dipandang dari sudut hukum positif dan hukum pidana 
Islam maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan 
judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK 
PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DENGAN NISTA” 
                                                          
11
 Kementerian Agama RI,  Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2008), 389. 
 

































(STUDI DIREKTORI PUTUSAN NO 15/PID. B/2015/PN PENGADILAN 
NEGERI PADANG PANJANG).  
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka terdapat 
beberapa persoalan yang akan peneliti identifikasikan, yaitu sebagai berikut: 
1. Tinjauan hukum pidana Islam dalam terhadap kasus tindak pidana 
pemerasan dan pengancaman dengan nista (Studi Putusan Nomor 
15/Pid.B/2015/PN.Pdp). 
2. Analisis Hukum pidana Islam terhadap kasus tindak pidana pemerasan 
dan pengancaman dengan nista (Studi Putusan Nomor 
15/Pid.B/2015/PN.Pdp). 
3. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap kasus tindak pidana 
pemerasan dan pengancaman dengan nista (Studi Putusan Nomor 
15/Pid.B/2015/PN.Pdp). 
4. Dampak positif dan negatif yang timbul terhadap kasus tindak pidana  
pemerasan dan pengancaman dengan nista (Studi Putusan Nomor 







































C. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah: 
1. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tindak pidana pemerasan 
dan pengancaman dengan nista (Studi Putusan Nomor 
15/Pid.B/2015/PN.Pdp). 
2. Bagaimana pertimbangan  hukum hakim dalam mengambil keputusan 
terhadap kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan nista 
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdp). 
 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 
15/Pid.B/2015/PN.Pdp tentang tindak pidana pemerasan dan 
pengancaman dengan nista? 
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 
15/Pid.B/2015/PN.Pdp tentang tindak pidana pemerasan dan 
pengancaman dengan nista? 
 
E. Kajian Pustaka 
1. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Wisman Aji Harnantoko Mahasiswa 
Uin Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan  
Fikh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Informasi 
Elektronik pada Pasal 27 (4) UU ITE  memfokuskan penelitian pada 
bagaimana kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui Elektronik 
yang  bersifat maya (virtual) yang diancam dengan Pasal 27 (4) UU ITE 

































menimbulkan dampak yang kurang baik, karena digunakan untuk 
mengancam dengan modus memfitnah korban dengan berita yang tidak 
benar kemudian pelaku meminta tebusan (pemerasan). Temasuk pada 
jarimah takzir yang hukumannya diserahkan kepada ulil amri.
12
 
2. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Saiful Haq Mahasiswa Uin 
Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Pidana Islam Terhadap Pemerasan dengan Pengancaman (Studi putusan 
PN Malang Nomor: 174/Pid.B/2015/PN.Mlg)” memfokuskan penelitian 
pada bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 
Nomor: 174/Pid.B/2015/PN.Mlg tentang pemerasan dan pengancaman 
serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 
pemerasan dengan pengancaman berdasarkan pasal 368 KUHP .
13
 
3. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Mansur F. Mahasiswa Universitas 
Hasanuddin Makassar tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan oleh Anggota Kepolisian 
(Studi kasus putusan No. 1921/Pid.B/2013/PN.Mks) mengemukakan 
bahwa yang menjadi dasar hukum dalam Tindak Pidana Pemerasan oleh 
Anggota Kepolisian ini adalah pasal 369 ayat (1) yaitu tentang 
pengancaman yang dilakukan oleh salah seorang anggota kepolisian 
dengan mengancam akan membuka rahasia orang yang diancam dan 
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 Wisman Aji Harnantoko, “Tinjauan  Fikh Jinayah Terhadap  Tindak Pidana Pemerasan Melalui 
Informasi Elektronik pada Pasal 27 (4) UU ITE ” (Skripsi – Uin Sunan Ampel  Surabaya, 2015), 
33. 
13
 Ahmad Saiful Haq, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemerasan dengan Pengancaman 
(Studi putusan PN. Malang Nomor: 174/Pid.B/2015/PN.Mlg)” (Skripsi – Uin Sunan Ampel  
Surabaya, 2015), 42. 






































F.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian skripsi 
ini, maka penelitian ini  bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui bagaimana Tindak Pidana Pemerasan dan 
Pengancaman dengan Nista (Studi Putusan Nomor 
15/Pid.B/2015/PN.Pdp). 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Tindak Pidana 
Pemerasan dan Pengancaman dengan Nista (Studi Putusan Nomor 
15/Pid.B/2015/PN.Pdp). 
 
G. Kegunaan Hasil Penelitian  
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas maka peneliti 
mengharapkan agar penelitian skripsi ini dapat berguna baik secara teoritis 
maupun praktis sehingga memberikan manfaat khususnya bagi peneliti 
sendiri maupun peneliti selanjutnya berkenaan dengan kasus Tindak Pidana 
Pemerasan dan Pengancaman yang dilakukan oleh seseorang dengan 
mengancam akan mencemarkan nama baik atau akan membuka rahasia orang 
yang diancam tersebut. 
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 Mansur F., “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan oleh Anggota Kepolisian (Studi kasus 
putusan No. 1921/Pid.B/2013/PN.Mks)” (Skripsi -- Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 31. 
 

































H. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka 
peneliti akan menggunakan beberapa istilah agar dapat lebih mudah untuk 
dipahami yaitu sebagai berikut: 
1. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku 
yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud 
agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan 
sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, sehingga 
seseorang yang telah diancam tersebut tidak ada jalan lain kecuali untuk 
menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan disertai ancaman 
tersebut. 
2. Pengancaman dengan nista atau akan membuka rahasia berupa akan 
memberitahukan kepada orang ketiga atau khalayak ramai hal-hal 
mengenai orang yang diancam atau kepada orang ketiga yang masih 
mempunyai hubungan kekeluargaan atau persahabatan dengan orang yang 
diancam. 
3. Di dalam hukum pidana Islam pemerasan dan pengancaman termasuk 
dalam jarimah hirabah/ perampokan ialah tindak kekerasan yang 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik 
dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta 
orang lain atau menakut-nakuti untuk membunuh korban. 
 
 

































I. Metode Penelitian 
1. Data yang dikumpulkan 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di 
lapangan.  Artinya putusan Nomor 15/Pid.B/2015/ PN.Pdp. adalah data 
primer dalam penelitian ini, yaitu diambil langsung dari Direktori 




b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua artinya 
data tersebut tidak secara langsung diperoleh melalui korban atau 
orang-orang yang terkait di dalam putusan itu.
16
  
2. Sumber Data 
a. Sumber primer 
Data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan yaitu putusan 




b. Sumber sekunder 
Dalam penelitian ini sumber sekunder yang dapat peneliti peroleh 
adalah sebagai berikut: 
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 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, 
(Surabaya:Airlangga University Press, 2001), 128.  
16
 Ibid, 128.  
17
 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis Desain Penelitian Hipotesis 
Validitas Sampling Populasi Observasi Wawancara Angket, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), 143.  

































1) Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum 
Indonesia. 
2) Achmad Wardi  Muslich, Hukum Pidana Islam. 
3) Djazuli, Fikih Jinayah. 
4) Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum 
Pidana. 
5) KUHP & KUHAP Beserta Penjelasannya. 
6) Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. 
7) Gatot Supramona, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah. 
8) Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian 
dan Penerapannya. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 
dipergunakan teknik sebagai berikut: 
a. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen 
untuk menjawab masalah penelitian, atau dilakukan melalui berkas 
yang ada dengan cara diketik, ditulis dan digandakan. Dokumen dalam 
penelitian  ini adalah putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang 
tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan nista 
beberapa kali Nomor 15/Pid.B/2015/ PN. Pdp.
18
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 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 61.   

































b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber 
dari buku, undang-undang, artikel dan internet, katalog teknik 
mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, 
menalaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.
19
 
4. Teknik Pengolahan Data  
Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada 
akhirnya akan dianalisis dan mungkin diinterpretasikan untuk menjawab 
atau memecahkan masalah penelitian dan atau membuktikan kebenaran 
skripsi yang telah ditetapkan semula.
20
 
Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti 
menggunakan teknik-teknik berikut ini: 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, 
terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan 
keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis 
akan memeriksa kembali kelengkapan Putusan Nomor 
15/Pid.B/2015/PN.Pdp, kejelasan makna tentang tindak pidana 
pemerasan dan pengancaman dan kesesuaian data-data dari 
kepustakaan. 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang 
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang 
tersusun pada bab III tentang pertimbangan hukum hakim dalam 
(Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdp) tentang tindak pidana 
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pemerasan dan pengancaman beberapa kali dengan nista dan analisis 
tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut. 
c. Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab 
III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang 
bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di 
dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi pertimbangan 
hukum hakim dalam (Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdp) tentang 
tindak pidana pemerasan dan pengancaman beberapa kali dengan 




5. Teknik Analisa Data 
Analisis data adalah proses mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya mencari 
dan  menemukan  pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.
22
 
Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis 
dengan pola pikir deduktif. 
a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan dan 
menjelaskan data apa adanya data tentang tindak pidana pemerasan 
dan pengancaman direktori putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdp 
kemudian dianalisa dengan menggunakan teori jarimah hudud. 
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 Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 
125.  
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 
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b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat 
umum dalam hal ini teori jarimah hudud kemudian diaplikasikan pada 
variabel yang bersifat khusus dalam hal ini ini dasar putusan hakim 
dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman. 
 
J. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian ini secara 
sistematis dan agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca lain. maka 
peneliti menyusun beberapa bab secara berurutan yaitu sebagai berikut: 
Bab pertama, berisi tentang uraian pendahuluan yang menjelaskan 
langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu 
meliputi: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 
 Bab kedua, berisi  tentang tinjauan teori yang merupakan hasil kajian 
dari beberapa literatur yang digunakan untuk menganalisis permasalahan 
dalam skripsi ini. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana tindak pidana 
pemerasan dan pengancaman beberapa kali dengan nista tersebut ditinjau 
dari hukum positif dan pidana Islam , beserta sanksi hukumnya. 
  Bab ketiga, berisi tentang data apa saja yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian, yaitu seperti bagaimana tindak pidana pemerasan dan 
pengancaman dalam (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdp).  

































Bab keempat, berisi tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap (Studi  
Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdp).  
Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran yaitu merupakan 
jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada dalam pembahasan skripsi 
ini dengan disertai saran yang lebih baik agar menjadi masukan untuk 
peneliti sendiri maupun orang lain. 
  


































TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN 
 
A. Konsep Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dalam Hukum Positif di 
Indonesia 
 
1. Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dan pengancaman 
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Menurut 
Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, ada dua unsur pokok dari hukum pidana 
yaitu, pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan 
kaidah. Kedua, adanya sanksi (sanctie) atas pelanggaran norma itu berupa 
ancaman dengan hukum pidana.
1
 
Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang 
sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari 
hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di 
dalam masyarakat itu sendiri. Tentu saja tindakan melanggar hukum 
tersebut harus dikenai sanksi hukuman yang harus memenuhi rasa keadilan. 
Karena dasar dari segala hukum adalah rasa keadilan.
2
 
Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur 
objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini ialah kesalalahan yang 
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 Dr. Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi 3,  (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2009), 13.  
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  Ibid., 15-17. 

































diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 
(negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa 
“kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk, yakni: 
1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), 
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn), 
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantulis).3 
Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yakni: 
4. Tidak berhati-hati, 
5. Dapat menduga akibat perbuatan itu.4 
 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
1. Perbuatan manusia, berupa: 
a. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif 
b. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
berupa perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
c. Akibat perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau 
merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, 
hak milik, kehormatan dan sebagainya.
5
 
2. Keadaan-keadaan (circumstances) 
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
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 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.  
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  Ibid. 
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  Ibid., 10. 

































b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
3. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Apabila 




Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan yang diatur 
dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ada 2 yaitu : 
1. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri dan orang lain secara melawan hukum. Unsur ini dianggap 
cukup bahwa tujuannya dapat memberikan keuntungan dan 
menganggap bahwa tujuan yang dikehendaki itu adalah melawan 
hukum. Apabila seseorang menganggap bahwa perbuatan itu akan 
memberikan keuntungan yang bersifat melawan hukum, dan kemudian 
orang itu melakukan perbuatan tersebut, maka ia mempunyai maksud 
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 Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Cet.1, (Jakarta: 
Prenada Media Group,2014), 136. 

































2. Unsur objektif, yaitu memaksa orang: 
a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
Agar orang itu: 
1) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik 
orang lain, 
2) Membuat utang, 
3) Menghapus piutang.8 
Unsur-unsur tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 ayat 
(1) KUHP, antara lain: 
1. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri dan orang lain secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini 
hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan, yaitu 
seseorang memperoleh sesuatu barang dan barang itu dapat diperoleh 
karena suatu perbuatan memaksa dengan ancaman. Jika pada 
pengancaman digunakan dengan ancaman menista, menista dengan 
surat dan membuka rahasia.
9
 
2. Unsur objektif, yaitu memaksa orang dengan ancaman: 
a. Menista, 
b. Menista dengan surat, 
c. Membuka rahasia, 
Agar orang itu: 
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1) Memberikan kepadanya sesuatu barang miliknya atau milik orang 
lain, 
2) Menghapus utang, 
3) Membuat utang.10 
2.  Dasar hukum tindak pidana pemerasan dan pengancaman 
a. Tindak pidana pemerasan (afpersing) dimuat dalam Pasal 368 ayat 
(1) KUHP berbunyi : 
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang 
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu 
atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan 
piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling 




Tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya adalah 
dalam hal pencurian, si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, 
sedangkan dalam hal pemerasan, si korban setelah dipaksa dengan 
kekerasan, menyerahkan barangnya kepada si pemeras.
12
 
b. Tindak Pidana Pengancaman dimuat dalam Pasal 369 ayat (1) 
KUHP berbunyi:  
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman 
pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan 
ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya 




 KUHP & KUHAP Beserta Penjelasannya, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), 104.  
12
 Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 
2010), 27-28.  

































memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang 
atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun.
13
 
Tindak pidana pengancaman (afdreiging) termuat bersama 
pemerasan dalam satu titel XXII buku II KUHP yaitu dalam pasal 369 
ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
yang dituju oleh si pelaku sama dengan pemerasan. Bedanya, adalah 
cara-cara yang dipergunakan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan itu, 
yaitu dengan cara melulu ancaman, tetapi bukan ancaman dengan 
kekerasan, melainkan dengan menista atau akan membuka rahasia.
14
 
Di dalam bukunya Prof. Andi Hamzah, mengutip J.M. van 
Bemmelen – W.F.C. van Hattum, delik ini sebenarnya dilihat dari segi 
kriminologis, lebih berat dari delik pemerasan. Lalu menjadi tidak 
sesuai dengan ancaman pidananya yang hanya tiga tahun penjara 




Perbarengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP 
berbunyi: 
(1) “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga 
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merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana 
pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”. 
(2) “Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum 
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak 
boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiga”.16 
Dalam studi kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman 
dengan nista Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdp dengan 
terdakwa Anda Suhanda bin Ita Sufita panggilan Anda telah 
melakukan beberapa perbuatan pidana yang di pandang berdiri sendiri 
Junto pasal 65 ayat (1) KUHP. Terdapat gabungan delik yang disebut 
juga perbarengan delik; concursus, samenloop, vastrafbare feiten, 
combine of punishment. Satu orang melakukan beberapa perbuatan 
(feiten) yang melanggar beberapa aturan delik atau satu perbuatan, 
tetapi melanggar beberapa aturan delik yang diadili sekaligus atau 
beberapa kali, tetapi pidana yang dijatuhkan diperhitungkan.
17
 
Mahrus Ali dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana” juga 
menjelaskan bahwa:  
Delik perbarengan perbuatan (concursus delicten) merupakan 
perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan 
yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (sameloop 
van strafbare feiten). Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih 
tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan 
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pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang 
pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu 
putusan hakim. Pengertian perbarengan inilah yang membedakannya 
dengan pengertian pengulangan. Dalam pengulangan tindak pidana 
yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim 




Perbarengan perbuatan (concursus realis). Perbarengan terjadi jika 
seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga oleh 
karena itu ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih 
aturan pidana, atau dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa 
perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-
masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.
19
  
Jadi samenloop itu ada yang terdiri dari satu perbuatan dan ada 
yang dari beberapa perbuatan, yang pada pokoknya ia melanggar 
beberapa peraturan pidana. Adapun cara mengadilinya boleh 
sekaligus. Inilah yang membedakannya dengan “recidive”.20 
3. Pembuktian dalam hukum positif 
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting 
dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian 
ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti 
yang ditentukan oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan 
kesalahan-kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa 
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 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 134.   
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“dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat 
dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, 
maka terdakwa dinyatakan “bersalah”. Oleh karena itu hakim harus 
berhati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai 
pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan 
pembuktian” dari setiap alat bukti yang disebut Pasal 184 KUHAP. 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan 
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang 




Pada sistem pembuktian terdapat satu prinsip dalam batas minimum 
pembuktian yaitu mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa. Berdasar rumusan Pasal 183 KUHAP menyatakan: “ 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sorang kecuali apabila 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana bebar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya”.  Jika dihubungkan Pasal 183 dengan Pasal 
184 ayat (1) telah disebut secara rinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah 
menurut undang-undang yatiu: 
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1. Keterangan saksi, 
2. Keterangan ahli, 
3. Surat, 
4. Petunjuk, dan 
5. Keterangan terdakwa.22 
Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu 
terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat 
dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti yang disebut dalam Pasal 
184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup 
memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, “sekurang-kurangnya” 
atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. 
1. Keterangan saksi 
Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling 
utama dalam perkara pidana. Dapat dikatakan, tidak ada perkara 
pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir 
semua perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan 
saksi. Agar keterangan saksi memiliki nilai dan kekuatan pembuktian 
atau “the degree of evidence” ada beberapa ketentuan yang harus 
dipenuhi oleh seorang saksi. Agar keterangan seorang saksi dianggap 
sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu: 
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a. Harus mengucap sumpah atau janji, yang dilakukan menurut 
agamanya masing-masing. Mengucapkan lafal bahwa saksi akan 
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari 
yang sebenarnya. 
b. Keterangan\\\\ yang bernilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang 
sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu: 




 Jika dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) maka diperoleh 
kesimpulan bahwa: 
1) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana 
yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut 
secara jelas sumber pengetahuannya.  
2) Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang berupa 
ulangan cerita dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat 
bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh 
dari hasil pemikiran sendiri juga tidak bernilai sebagai alat bukti. 
3) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. 
Pernyataan keterangan di luar sidang pengadilan tidak 
mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. 
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4) Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang 
sah (unus testis nullus testis), karena itu harus dipenuhi batas 
minum pembuktian dari Pasal 183. 
2. Keterangan Ahli 
Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, 
penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. 
Hal ini ditegaskan pada Pasal 133 yang memberi wewenang kepada 
penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli 
kedokteran kehakiman jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk 
kepentingan peradilan. Kalau keterangan ahli bersifat diminta, ahli 
tersebut membuat laporan berupa surat keterangan atau biasa disebut 
“visum et repertum” sesuai dengan yang dikehendaki penyidik. 
Laporan keterangan ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan, 
hal ini ditegaskan dalam Pasal 186. Tetapi dapat juga diberikan pada 
pemeriksaan di sidang, diminta untuk membeikan keterangan dan 
dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan 




Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut 
undang-undang ialah: 
a. Surat yang dibuat di atas sumpah jabatan,  
b. Atau surat yang dikuatkan di atas sumpah, antara lain:\ 
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1) Surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau 
yang dibuat dihadapannya, 
2) Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-
undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai 
sesuatu hal yang menjadi tanggung jawabnya dan yang 
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan, 
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan 
yang diminta secara resmi, 
4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan 
isi dari alat pembuktian yang lain. Misalnya, surat yang lebih 





Pasal 188 ayat (1) menjelaskan petunjuk ialah perbuatan, kejadian, 
atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan 
yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah 
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5. Keterangan terdakwa 
Memberikan kesempatan sebebas-bebasnya kepada terdakwa 
untuk mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukan 




4. Sanksi hukum dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman  
Samenloop atau concursus merupakan istilah kata dalam bahasa 
Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 
perbarengan tindak pidana. Samenloop merupakan permasalahan yang 
berkaitan dengan penjatuhan/ pemberian pidana. 
Satochid menganjurkan memakai terjemahan untuk menyebut 
Samenloop (concursus) sebagai “gabungan” atau “rentetan”. Moeljatno 
memakai istilah “perbarengan”. 
Pengaturan samenloop  di dalam KUHP diatur dalam titel VI 
Buku I Pasal 63 sampai dengan 71, yang terdiri dari :  
1. Perbarengan peraturan (concursus idealis) dalam Pasal 63, 
2. Perbuatan berlanjut (delictum continuatum Voorgezettehandeling) 
dalam Pasal 64, 
3. Perbarengan perbuatan (concursus realis) diatur dalam Pasal 65 
sampai dengan 71. 
Samenloop itu dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, 
ia melanggar beberapa peraturan pidana, atau 
2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan dari tiap-tiap 
perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. 
Terhadap salah satu pelanggaran dari peraturan itu belum dijatuhi 
suatu putusan hakim atau terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa 
perbuatan itu, di adili sekaligus.
27
 
Contoh si A pada tanggal 1 Januari 2018 melakukan pencurian. 
Kemudian tanggal 1 Maret 2018 melakukan pencurian lagi. Dia 
ditangkap dan diadili untuk perbuatan itu tanggal 1 April 2018. Maka 
disini berlaku aturan “samenloop”. Tetapi bila tanggal 1 Februari dia 
telah diadili dan dihukum untuk perbuatannya tanggal 1 Januari 2018, 
maka dalam mengadili tanggal 1 April untuk perbuatan tanggal 1 
Maret akan diperlakukan peraturan mengenai “recidive”.  
Contoh tindak pidana “antara perbuatan” yaitu: 
Si A mencuri tanggal 1 Januari 2018, diadili tanggal 1 Agustus 2018 
dan dihukum. Ternyata si A itu terbukti pula mencuri tanggal 1 Maret 
2018 dan di adili pada 1 September 2018. Maka disini pun tetap 
berlaku “samenloop”. 
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Menurut para sarjana seperti Simons, Zevenbergen, Vos, 
Hazewinkel-Suringa dan Jonkers menempatkan “samenloop”  itu 
dalam pembahasan untuk menetapkan beratnya pidana. 
Berkenaan dengan pemidanaannya atau sistem penjatuhan 
pidananya, KUHP mengenal 4 sistem stelsel dalam samenloop yaitu: 
1. Absorptie stelsel 
Bila seseorang melakukan beberapa perbutan yang merupakan 
beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan 
pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu 
pidana saja, yakni pidana yang terberat.
28
 
2. Cumulatie stelsel 
Jika tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap 
tindak pidana yang dilakukan itu, semuanya dijatuhkan. 
3. Vercherpte Absorptie stelsel 
Dua stelsel di atas merupakan stelsel pokok, oleh karena ada 
dua stelsel lagi yang merupakan variasinya yang disebut stelsesl 
antara.  Vercherpte Absorptie stelsel adalah merupakan variasi 
dari Absorptie stelsel. Dalam Vercherpte Absorptie stelsel ini, 
maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana 
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4. Gematigde cumulatie stelsel 
Stelsel ini merupakan variasi dari stelsel kedua. Maka sama 
seperti cumulatie stelsel, yang dijatuhkan itu semua pidana yang 
diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi 
jumlah dari semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh 




B. Konsep Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman ditinjau dari Hukum 
Pidana Islam 
 
Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syarak yang berkaitan dengan 
masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang 
diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
31
 
Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan fikih 
jinayah secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan 
uqubah atau hukumannya.  
Dalam hukum pidana Islam pelaku pemerasan dapat disebut juga 
perampok yaitu merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara 
memaksa korbannya. Secara harfiyah hirabah pada umumnya cenderung 
mendekati pengertian pencuri. Perbedaannya adalah jika pencuri mengambil 
barang orang lain secara diam-diam. Sedangkan perampokan/hirabah 




Ahmad Wardhi Muslich,  Hukum Pidana Islam,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix. 

































mengambil barang orang lain secara anarkis. Misalnya merampok dengan cara 
mengancam atau menakut-nakuti orang.32 
1. Unsur-unsur jarimah hirabah 
Seseorang dapat disebut melakukan perampokan atau penodongan 
apabila memiliki perilaku sebagai berikut: 
a. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain 
dengan cara anarkis sehingga membuat suasana menakutkan atau 
mencekam, walaupun ia tidak berhasil mengambil harta ataupun 
membunuh pemilik harta tersebut. 
b. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain 
dengan cara anarkis dan berhasil mengambil harta tetapi tidak 
membunuh pemiliknya. 
c. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain 
dengan cara anarkis, dan tidak berhasil mengambil harta tetapi tidak 
membunuh pemiliknya. 
d. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain 
dengan cara anarkis, berhasil mengambil harta dan membunuh 
pemiliknya.33 
Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak 
pidana perampokan tersebut maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia 
ke luar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan. 
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Para fukaha mengategorikan penodongan atau perampokan kepada 
pencurian besar. 
Hirabah atau perampokan dapat dilakukan baik secara kelompok 
ataupun perorangan/ individu yang mempunyai kemampuan untuk 
melakukannya. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan 
bahwa pelaku hirabah harus memiliki atau menggunakan senjata atau alat 
lain yang dapat digunakan sebagai senjata, misalnya seperti tongkat, kayu 
atau batu. Sedangkan  Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Zhahiriyah, serta 
Syi’ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup 
dengan memililki kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan menurut Imam 
Malik hanya cukup dengan menggunakan tipu daya, taktik atau strategi, 
tanpa harus menggunakan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan 
menggunakan anggota badan tangan dan kaki.34
 
Karena syarat untuk pelaku hirabah berbeda-beda menurut ulama 
maka menurut Hanafiyah yang juga disepakati oleh Imam Malik, Imam 
Ahmad dan Zhahiriyah, pelaku hirabah adalah setiap orang yang 
melakukan secara langsung yaitu yang ikut terjun serta mengambil harta 
dan membunuh atau mengintimdasi termasuk pelaku perampokan maupun 
tidak langsung melakukan perbuatan itu misalnya yang ikut serta 
memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan ataupun 
pertolongan, juga termasuk pelaku perampokan.  
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Tetapi menurut Imam Syafi’i yang disebut pelaku perampokan adalah 
orang yang secara langsung melakukan perbuatan, sedangkan orang yang 
tidak ikut terjun melakukan perbuatan itu tidak dianggap sebagai pelaku 
perampokan, melainkan hanya sebagai pembantu yang diancam dengan 
hukuman takzir. 35
 
Untuk dapat dikenakan hukuman had, pelaku hirabah disyaratkan 
mukalaf, baligh dan berakal sesuai dengan persyaratan umum yang 
berlaku pada semua bentuk jarimah. Dalam tindak pidana ini pelaku 
hirabah laki-laki dan perempuan dipandang sama. Apabila perempuan ikut 
serta dalam melakukan tindak pidana perampokan maka tetap harus 
dikenakan hukuman had.36 
Persyaratan lain yang menyangkut jarimah hirabah adalah mengenai 
harta yang diambil. Pada prinsipnya mengenai harta yang diambil sama 
dengan persyaratan harta pada jarimah pencurian yaitu  secara global 
harta yang diambil harus tersimpan, milik orang lain, tidak ada syubhat, 
dan memenuhi nisab.37 
Dalam bukunya Imam Malik Ibn Anas, yang berjudul “Al-Muwatta’” 
menerangkan pemotongan tangan untuk pencuri secara umum salah 
satunya terdapat riwayat yang mengatakan pemotongan tangan atas 
perampokan yaitu:  
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Malik berkata: “bahwa jika beberapa orang datang ke sebuah rumah 
dan merampok bersama-sama, dan kemudian mereka pergi dengan sebuah 
karung ataupun kotak ataupun keranjang ataupun sesuatu yang serupa 
dengan itu, yang mereka bawa bersama dengan harga atau nilai yang 
mereka ambil mencapai jumlah yang mewajibkan pemotongan tangan, 
yakni tiga dirham atau lebih, maka setiap orang dipotong tangannya.38 
Kahar Mansyur, dalam bukunya “Bulughul Maram”, ahli fikih jijaz, 
imam syafii, dan lain-lain yang sepaham berpendapat bahwa ukuran 
seperempat dinar itu ialah tiga dirham perak.39 
Selain itu terdapat syarat-syarat yang lainnya untuk dapat dikenakan 
hukuman had dalam jarimah hirabah adalah menyangkut tempat 
dilakukannya jarimah hirabah, yaitu: 
1. Menurut Hanafiyah, jarimah perampokan harus terjadi di Negeri 
Islam. Tetapi jumhur ulama yang terdiri dari Imam Malik, Imam 
Syafi’i, Imam Ahmad dan Zhahiriyah tidak mensyaratkan hal ini. 
Pelaku hirabah tetap dikenakan hukuman had sekalipun jarimah 
hirabah terjadi baik di dalam maupun di luar Negeri Islam. 
2. Menurut Hanafiyah, perampokan harus terjadi di luar kota, jauh dari 
keramaian. Tetapi jumhur ulama yang lain tidak mensyaratkan 
demikian. Perampokan yang terjadi di dalam maupun di luar kota 
tetap dikenai hukuman had. 
                                                          
38
 Imam Malik, Al-Muwatta’ Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 1999),485.  
39
 Kahar Mansur,  Bulughul Maram, buku kedua,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), 215.    

































3. Malikiyah, dan Syafi’iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau 
kendala untuk meminta pertolongan. Sulitnya meminta pertolongan 
tersebut mungkin karena terjadi di luar kota, lemahnya petugas  
keamanan, atau karena upaya penghadangan dari pihak perampok, 
atau karena korban tidak meminta pertolongan pada pihak keamanan, 
dan karena berbagai pertimbangan. Dengan  demikian, apabila ada 
kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka para pelaku tidak 
dikenakan hukuman. 
Selain itu terdapat pula persyaratan yang berkaitan dengan korban. 
Para ulama sepakat, bahwa orang yang menjadi korban perampokan 
adalah orang yang maksum addam, yaitu orang yang dijamin keselamatan 
jiwa dan  hartanya oleh Islam. orang tersebut adalah orang muslim dan 
Dzimmi. Orang Islam dijamin karena keislamannya sedangkan kafir 
dzimmi dijamin karena berdasarkan perjanjian keamanan.40
 
                
 
2. Dasar hukum hirabah/perampokan dalam hukum pidana Islam 
a. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 33: 
 
 ُبملَصُي َْوأ اوُل م تَق ُي َْنأ اًداَسَف ِضْرلأا فِ َنْوَعْسَيَو ُهَلوُسَرَو َمللَّا َنُوِبراَُيُ َنيِذملا ُءَازَج َا منَِّإ ْوَأ او
 َعمطَق ُت  ُْمَلََو اَي ْن ُّدلا فِ ٌيْزِخ ُْمَلَ َكِلَذ ِضْرلأا َنِم اْوَف ْ ن ُي َْوأ ٍفلاِخ ْنِم ْمُهُلُجَْرأَو ْمِهيِدَْيأ
 ٌميِظَع ٌباَذَع َِةرِخلآا فِ 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah 
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mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka 
dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). 
Yang kemudian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan 




b. Surah Al-Maidah ayat 34 
 َمللَّا منَأ اوُمَلْعَاف ْمِهْيَلَع اوُرِدْق َت ْنَأ ِلْب َق ْنِم اُوبَات َنيِذملا لاِإ  ٌميِحَر ٌروُفَغ 
 
Kecuali orang-orang yang tobat ( diatara mereka) sebelum kamu 
dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasannya 





3. Pembuktian untuk jarimah hirabah  
Jarimah hirabah dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yaitu: 
a. Pembuktian dengan saksi 
Seperti pada jarimah-jarimah yang lain, untuk jarimah hirabah 
saksi adalah alat bukti yang paling kuat. Sama halnya pada jarimah 
pencurian, saksi untuk jarimah hirabah ini minimal dua orang saksi 
laki-laki yang memenuhi syarat persaksian. Saksi tersebut dapat 
diambil  dari para korban maupun orang-orang yang terlibat dalam 
tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada 
maka dapat digunakan seorang saksi laki-laki dan dua orang 
perempuan ataupun empat orang saksi perempuan.
43
 
b. Pembuktian dengan pengakuan 
Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai 
alat bukti. Syarat ini sama dengan jarimah pencurian. Jumhur ulama 
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mengatakan pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. 
Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf pengakuan itu 
harus dinyatakan minimal dua kali.
44
 
4.  Sanksi hukum pada pelaku  hirabah    
Sanksi hukum bagi pelaku pidana penodong atau perampok adalah 
lebih berat jika dibandingkan dengan pencuri, yaitu dibunuh atau disalib, 
dipotong tangan dan kakinya, atau dibuang. Selain itu syarat-syarat 
perbuatan itu dikatakan sebagai penodongan atau perampokan yaitu, 
orang yang sudah baligh dan berakal, menggunakan senjata, jauh dari 
tempat ramai, dan terang-terangan.45 
  Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk jarimah 
hirabah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana telah 
diuraikan di atas bahwa bentuk-bentuk jarimah hirabah ada empat macam 
yaitu: 
1. Menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan mengambil 
harta, 
2. Mengambil harta tanpa membunuh, 
3. Membunuh tanpa mengambil harta, 
4. Mengambil harta dan membunuh pemiliknya. 
Menurut Imam Malik dan Zhahiriyah, hukumannya diserahkan 
kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan 
perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku hirabah. Hanya saja Imam 
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Malik memberi batasan untuk pilihan selain pembunuhan. Untuk tindak 
pidana pembunuhan maka pilihannya hanya dibunuh atau disalib. 
Sementara Zhahiriyah tetap menyerahkan seluruh keputusannya pada 
hakim untuk memilih hukuman yang sesuai.
46
 
1. Hukuman untuk menakut-nakuti 
Hukuman untuk tindak pidana hirabah menakut-nakuti adalah 
pengasingan. Pengertian pengasingan tidak ada kesepakatan 
dikalangan para ulama. Menurut Malikiyah, pengasingan adalah 
dipenjarakan di tempat lain, bukan ditempat terjadinya jarimah 
perampokan. Menurut Hanafiyah pengasingan adalah dipenjarakan, 
tetapi tidak harus di luar daerah terjadinya perampokan. Adapun 
pendapat yang rajih dalam mahzab Syafi’i mengartikan pengasingan 
dengan penahanan baik di daerah sendiri, tetapi lebih utama di daerah 
lain. Lamanya pengasingan tidak terbatas, oleh karena itu ia tetap 
dipenjara sampai ia bener-benar bertobat, dan tingkah lakunya 
menjadi baik. Sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa lamanya 
waktu pengasingan adalah satu tahun jika diqiyaskan pada hukuman 
pengasingan pada jarimah zina.
47
 
2. Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh 
Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan 
Syi’ah Zaidiyah hukumannya adalah potong tangan dan  kakinya  
dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya 
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secara bersilang. Berdasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah 
Al-Maidah ayat 33. 
Imam Malik berpendapat bahwa sesuai dengan penafsiran terhadap 
huruf aw dalam surah Al-Maidah ayat 33. Hukuman untuk pelaku 
perampokan dalam mengambil harta ini diserahkan kepada hakim 
untuk memilih hukumannya sesuai dalam  adalah surah Al-Maidah 
ayat 33, asal jangan pengasingan. Karena menurutnya, jarimah 
hirabah adalah pencurian berat. Sedangkan hukuman pokok pada 
jarimah pencurian adalah potong tangan. Oleh karena itu untuk 
perampokan mengambil harta tanpa membunuh tidak boleh lebih 
ringan dari pada potong tangan. 
3. Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta  
Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, 
hukumannya adalah dibunuh atau hukuman mati sebagai hukuman 
had tanpa disalib. Sementara pendapat Imam Ahmad dan salah satu 




4. Hukuman untuk membunuh dan mengambil harta 
Menurut  Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Syi’ah Zaidiyah, Imam 
Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, 
hukumannya adalah dibunuh atau hukuman mati dan disalib, tanpa 
dipotong tangan dan kaki. Sedangkan Imam Abu Hanifah 
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berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim diperbolehkan untuk 
memilih salah satu hukuman dari tiga alternatif hukuman yaitu yang 
pertama dipotong tangan dan kakinya, kemudian dibunuh atau 
disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib dan tanpa dipotong tangan dan 
kaki, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh.
49
 
Penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan 
dengan pengambilan harta dalam kasus keempat ini tentu saja 
berkaitan dengan persyaratan nishab yang terdapat dalam syarat-
syarat jarimah hirabah. Tetapi pendapat jumhur dalam hal ini hanya 
menetapkan hukuman mati dan salib, tanpa menyertakan hukuman 
potong tangan dan kaki.
50
 
Teknik dan cara pelaksanaan hukuman salib juga terdapat 
perselisihan antara para ulama.  Menurut Imam Syafi’i dan Imam 
Ahmad, hukuman salib dilaksanakan setelah orang yang terhukum 
dikenakan hukuman mati. Dengan demikian orang yang terhukum 
disalib dalam keadaan sudah mati. Alasannya ialah sesuai dengan 
ketentuan dalam Surah Al-Maidah ayat 33, bahwa hukuman mati 
disebutkan terlebih dahulu dari hukuman salib, oleh karena itu, 
pelaksanaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dalam ayat 
tersebut. Alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur yaitu apabila 
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orang yang terhukum disalib sebelum hukuman mati merupakan 
tindakan penyiksaan. Sedangkan penyiksaan dilarang oleh Islam.
51
 
 Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad 
dari Syadad Ibnu Aus  bahwa Rasulullah Saw. bersabda : 
Sesungguhnya Allah Swt. mewajibkan ihsan berbuat baik atas segala 
sesuatu. Apabila kamu sekalian melaksanakan hukum bunuh 
(hukuman mati) maka laksanakanlah hukuman tersebut dengan baik, 
dan apabila kamu menyembelih binatang maka laksanakanlah 
penyembelihan itu dengan baik. Dan hendaklah engkau mengasah 




Menurut pendapat yang kuat dari Madzab Maliki, hukuman mati 
dilaksanakan setelah penyaliban. Dengan demikian menurut pendapat 
ini orang yang terhukum disalib dalam keadaan hidup, kemudian ia 
dibunuh dalam keadaan disalib. Alasannya adalah bahwa hukuman 
salib merupakan salah satu jenis hukuman dan hukuman tidak dapat 
dikenakan kepada orang yang sudah mati. Oleh karena itu orang yang 
terhukum harus disalib pada saat ia masih hidup.
53
 
Lamanya penyaliban juga tidak ada ketentuan yang pasti akan 
tetapi, menurut Syafi’iyah dan Hanafiyah, penyaliban itu dibatasi 
maksimal hanya sampai tiga hari. Pembatasan penyaliban sampai 
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waktu tiga hari merupakan pendapat yang tepat, karena manusia yang 
telah meninggal dunia apabila lebih dari tiga hari, ia akan membusuk. 
Dan hal ini tentu saja akan menimbulkan gangguan dan bahaya bagi 
manusia yang masih hidup yang ada di sekitarnya.
54
 
Apabila pelaku perampokan bertobat sebelum meraka ditangkap 
maka hukuman yang telah disebutkan di atas menjadi gugur, baik 
hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki, maupun pengasingan. 
Meskipun demikian, tobat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-
hak individu yang telah dilanggar dalam tindak pidana perampokan 
ini, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu masih 
ada maka ia wajib mengembalikannya. Akan tetapi. Apabila barang-
barang tersebut sudah tidak ada lagi di tangan pelaku, maka ia wajib 




Apabila tobat dilakukan setelah pelaku perampokan ditangkap 
oleh penguasa maka semua hukuman tetap harus dilaksanakan, baik 
yang menyangkut hak masyarakat atau individu. Hal ini karena nas 
tetang tobat dalam surah Al-Maidah ayat 34 jelas dikaitkan dengan 
ditangkapnya pelaku. 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang 
ditetapkan bagi perampok ada empat macam yaitu dihukum mati, 
disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, serta 
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diasingkan. Keempat jenis sanksi berat ini tidak dipilih, tetapi 
dilaksanakan secara keseluruhan dan disesuaikan dengan 
tindakannya. Bagi perampok yang membunuh korban, sanksinya 
berupa hukuman mati, bagi perampok yang membunuh dan merampas 
harta korban, sanksinya berupa hukuman mati dan disalib, bagi 
perampok yang merampas harta korban, sanksinya berupa potong-
tangan dan kakinya secara bersilang dan bagi perampok yang 
menakut-nakuti korban, sanksinya adalah diasingkan atau dipenjara.
56
 
 Di dalam hukum pidana Islam gabungan hukuman dapat terjadi 
ketika terdapat gabungan tindak pidana, sedangkan gabungan tindak 
pidana dapat dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa 




Gabungan hukuman sudah dikenal oleh hukum Islam semenjak 
kemunculannya, tetapi tidak keseluruhannya diambil. Teori tersebut 
dibatasi oleh dua teori yang lain, yaitu teori saling melengkapi 
(nazariyyatut tadakhul) dan teori penyerapan (nazariyyatul jabbi). 
1. Teori saling melengkapi (nazariyyatut tadakhul) adalah ketika terjadi 
gabungan perbuatan atau tindak pidana, hukuman-hukumannya saling 
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melengkapi sehingga karena kondisi ini semua perbuatan tersebut 
dijatuhi satu hukuman seperti halnya melakukan satu perbuatan.
58
  
2. Teori penyerapan 
Penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman yang 
mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. 
Dalam hal ini, hukuman tersebut adalah hukuman mati, dimana 
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PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR  
15/PID.B/2015 TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN 
PENGANCAMAN DENGAN NISTA 
A. Disposisi Kasus  
Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana 
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan 
kepada Terdakwa Anda Suhanda Bin Ita Sufita Panggilan Anda kelahiran 
Cikampek 1974 bekerja sebagai kuli bangunan.
1
 
Tindak pidana ini bermula pada bulan Juni 2011 Terdakwa berkenalan 
dengan saksi korban Yunengsih Panggilan Neng dengan cara sering-sering 
menghubungi handphone saksi korban. Karena sudah terlalu seringnya 
terdakwa menghubungi melalui handphone akhirnya saksi korban Neng 
mengangkat handphonenya dan mulai berkenalan dengan terdakwa lewat  
handphone tersebut, dengan seiring berjalannya waktu antara saksi korban 
Neng dengan terdakwa Anda sering telepon serta mengirimkan pesan sms 
dan mulai bercerita tentang masalah masing-masing. Kemudian mereka 
berdua melanjutkan hubungan ke tahap pacaran. Setelah lama berpacaran 
akhirnya terdakwa mulai berani meminta saksi korban Neng untuk 
mengirimkan foto saksi korban dalam keadaan telanjang dada setengah 
badan. Pada awalnya saksi korban Neng menolak permintaan terdakwa 
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tersebut. Akan tetapi terdakwa tetap meminta saksi korban mengirimkan  
foto telanjang dada setengah badannya, yang kemudian dikirim oleh saksi 
korban Neng kepada terdakwa Anda.
2
 
Setelah beberapa hari kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban 
Neng untuk mengirimkan uang untuk memenuhi biaya hidup terdakwa 
sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja, tetapi saksi korban menolaknya 
dengan alasan tidak punya uang. Mendengar alasan itu, terdakwa mulai 
mengancam saksi korban Neng, dengan mengatakan akan menyebarkan foto 
telanjang dada saksi korban di internet dan di tempat saksi korban Neng 
mengajar sehingga ia dipecat dari sekolah tersebut.
3
 
Karena merasa takut dan cemas dengan ancaman tersebut, selanjutnya 
saksi korban Neng mengirimkan uang kepada terdakwa Anda dengan cara 
mentransfernya melalui Rekening BRI dan BNI atas nama Masitoh dan 
Mohammad Madkasim. Hal ini saksi korban lakukan berulang-ulang kali. Ia 
dapat mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak 2 kali dalam satu bulan 
yang banyaknya tidak dapat diingat lagi.
4
 
Berawal pada bulan Agustus 2013 saksi korban Yunengsih mengatakan 
kepada terdakwa kalau ia akan menikah dengan seseorang yang telah 
dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah mendengar perkataan itu terdakwa 
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marah dan sakit hati kepada saksi korban Yunengsih karena mau 
menerimanya dan akan menikah dengan orang lain.
5
 
Selain meminta uang dengan cara ditransfer terdakwa pernah mendatangi 
rumah saksi korban Neng secara langsung untuk memintanya mengaktifkan 




Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 terdakwa mengajak Saksi 
korban Neng bertemu di Taman mini depan Koramil Padang Panjang, 
kemudian ia mengajak saksi korban ke Bukittinggi yang dalam 
perjalanannya terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melayaninya 
dan melakukan hubungan suami istri, tetapi saksi korban menolaknya. 
Setelah mendengar penolakan tersebut, terdakwa mulai mengancam saksi 
korban Neng dengan cara akan mempermalukan, dan membunuh karena saat 
itu terdakwa membawa pisau, karena saksi korban merasa takut akhirnya ia 
bersedia melayani terdakwa pada waktu itu. Setelah itu terdakwa meminta 
Yunengsih untuk bercerai dengan suaminya supaya terdakwa lebih bebas 
berhubungan dengan Yunengsih dan terdakwa ingin menikahinya. Kalau 
Yunengsih menolak terdakwa mengancam akan menghancurkan rumah 
tangga Yunengsih, dan membakar rumahnya serta akan membunuh ibu dan 
suami Yunengsih dan membuat anak Yunengsih cacat seumur hidup dan 
menyebarkan foto Yunengsih yang ada di handphone terdakwa.7 
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Hal serupa juga pernah dialami oleh Saksi Korban Devi Anita yang 
merasa mengalami pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa yang sama 
yaitu Anda dengan modus operandi yang hampir sama pula ia mulai 
berkenalan dengan saksi korban Ita yaitu dengan cara terdakwa mengacak-
acak nomor  handphone dan diangkat oleh Saksi korban Ita kemudian mulai 
berkenalan dan akhirnya menjalin hubungan asmara.
8
 
Dalam kasus ini perbedaan yang ada terletak pada status saksi korban. 
Jika saksi korban Neng saat berkenalan dengan terdakwa Anda ia berstatus 
belum menikah. Sedangkan saksi korban Ita berkenalan dengan terdakwa 
Anda pada saat itu sudah berstatus sebagai janda yang telah memiliki dua 
orang anak yang masih kecil. 
Atas perbuatan terdakwa Anda tersebut maka ia diancam dan dikenai 
hukuman dalam dua dakwaan yaitu yang kesatu diatur dalam Pasal 368 ayat 
(1) KUHP junto Pasal 65 ayat (1)  KUHP dan yang kedua diatur dalam Pasal 
369 ayat (1) KUHP junto Pasal 65 ayat (1)  KUHP.
9
 
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta 
memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di dalam persidangan. 
Maka setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh 
Penuntut Umum atas perkara No. 15/Pid.B/2015/PN.Pdp yang pada 
pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 
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1. Menyatakan terdakwa Anda Suhanda bin Ita Sufita panggilan Anda 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Kesatu Pasal 368 ayat (1) 
KUHP junto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 369 ayat (1) 
KUHP junto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
10
 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anda Suhanda bin Ita Sufita 
Panggilan Anda dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi 
selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa 
tetap ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
1 (satu) buah handphone merek Nokia E5 warna putih, 
15 (lima belas) lembar resi bukti transaksi melalui ATM, 
Dikembalikan kepada saksi korban Yunengsih panggilan Neng: 
1 (satu) buah handpone merek Mito warna putih, 
1 (satu) buah handphone merek Nexian warna hitam, 
1 (satu) lembar surat yang berisikan ancaman, 
1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan Bapak Ustad Dedi, 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
1 (satu) lembar resi kiriman wesel pos/instan di Kantor Pos Padang 
Panjang dengan pengiriman atas nama Devi Anita dan penerima atas 
nama Nani Suryani, 
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Dikembalikan kepada Saksi Devi Anita. 
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.3.000,00. 
Alasan-alasan Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan seperti yang 
tersebut di atas didasarkan pada keterangan dari saksi-saksi yaitu 
sebagai berikut: 
1. Saksi Yunengsih panggilan Neng, di bawah sumpah, pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
Saksi Yunengsih adalah korban dalam kasus pemerasan/ 
pengancaman yang telah dilakukan oleh Anda Suhanda bin Ita 
Sufita yaitu terdakwa dalam kasus ini. Kejadian ini bermula dari 
perkenalannya dengan Anda Suhanda pada bulan Juni tahun 2011 
melalui handphone. Karena terlalu seringnya Anda Suhanda 
menghubungi di handphone Yunengsih, akhirnya terjalinlah 
hubungan pertemanan antara Yunengsih dengan Anda Suhanda dan 
kemudian saling mengirimkan foto.
11
  
Awalnya Yunengsih tidak  mau mengirimkan fotonya, tetapi 
karena terkena rayuan Anda Suhanda, akhirnya Yunengsih mau 
mengirimkan fotonya, dari foto menggunakan jilbab sampai 
melepas jilbab, serta foto dalam keadaan telanjang dada. Karena 
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pada waktu itu Anda Suhanda berjanji akan menghapus foto 
Yunengsih setelah dikirimkan ke handphonenya.12 
Pemerasan dan pengancaman yang terjadi pada Yunengsih mulai 
terjadi pada bulan September  2011, melalui sms dimana Anda 
Suhanda meminta sejumlah uang. Karena Yunengsih menolak 
mengirimkan uang kepada Anda Suhanda dengan alasan tidak punya 
uang, maka Anda Suhanda mengancam akan menyebarkan foto 
Yunengsih dalam keadaan telanjang dada ke orang tua dan sekolah 
tempat dimana ia bekerja agar dipecat dari sana. Karena merasa 




Setelah kejadian itu Anda Suhanda sering meminta uang kepada 
Yunengsih dengan alasan untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-
hari. Dalam waktu satu bulan Yunengsih bisa mengirimkan uang 




Selain ancaman menyebarkan  foto, Anda Suhanda juga 
mengancam akan membakar rumah, membunuh ibu, membuat 
anaknya cacat seumur hidup,serta meminta dengan paksaan untuk 
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melakukan hubungan suami istri dengannya, selain itu Anda 
Suhanda juga akan merusak kehidupan rumah tangganya.
15
 
2. Saksi Sandra Weli, Panggilan Wel, di bawah sumpah, pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
Saksi adalah saksi dalam perkara pemerasan dan pengancaman 
yang dilakukan oleh Anda Suhanda  dan yang menjadi korban 
pemerasan dan pengancaman ini adalah kakaknya yang bernama 
Yunengsih. Ia mengetahui pemerasan dan pengancaman ini karena 
mendapat cerita dari Yunengsih mengenai Anda Suhanda yang telah 
melakukan pemerasan dan pengancaman pada dirinya melalui 
handphone ataupun secara langsung meminta sejumlah uang dengan 
menggunakan ancaman yang serupa seperti keterangan yang 
diberikan oleh Yunengsih di atas sumpahnya, jika Anda Suhanda 
akan menyebarkan  foto, membakar rumah, membunuh ibu dan  
suami Yunengsih, mencelakakannya, serta akan membuat anak 
Yunengsih  cacat seumur hidup.
16
 
Pada hari Rabu 31 Desember 2014 saksi Wel pernah melihat 
Anda Suhanda mengintip di jendela rumah, yang kemudian ditanyai 
oleh Sandra Weli  “Cari siapa?” dan dijawab oleh Anda Suhanda 
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“Cari Bu Neng”, lalu Sandra Weli katakan Bu Neng sedang pulang 
kampung. Kemudian Anda Suhanda langsung pergi.
17
 
3. Saksi Devi Anita panggilan Ita, di bawah sumpah, pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
Devi Anita adalah korban dalam kasus pemerasan dan 
pengancaman yang dilakukan oleh Anda Suhanda. Pada hari dan 
tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 
2010,  Anda Suhanda mengacak-acak nomor handphone dan 
terhubung ke handphone Devi Anita dengan seiring berjalannya 
waktu di tahun 2011 Devi Anita mulai menjalin hubungan asmara 
dengan Anda Suhanda, setelah saling mengenal Anda Suhanda 
mulai meminta foto Devi Anita.
18
 
Devi Anita mulai mengirimkan  foto pada tahun 2011 setelah 
satu tahun berkenalan dengan Anda Suhanda. Pada bulan Desember 
2010 Anda Suhanda sudah meminta uang kepada Devi Anita  
sejumlah Rp. 500.000, namun pada saat itu Anda Suhanda tidak 
melakukan pengancaman karena Devi Anita belum mengirimkan 
foto setengah telanjangnya. Ketika Devi Anita sudah mengirim foto 
setengah telanjang, Anda Suhanda mulai melakukan pemerasan 
disertai pengancaman kepada Devi Anita.
19
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Ancaman tersebut berupa akan mengirim foto setengah telanjang 
Devi Anita ke tempat kerjanya, mengiris-iris wajah Devi Anita, 
akan memperlihatkan foto setengah telanjang tersebut kepada orang 
tuanya, dan akan mencelakakan anak-anak Devi Anita.
20
 
Pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Anda Suhanda 
hanya dikirimkan via handphone kepada Devi Anita. Apabila 
bertemu secara langsung ia tidak melakukannya.
21
 
Anda Suhanda sering meminta uang kepada Devi Anita, dengan 
jumlah yang tidak menentu. Kadang ia mengirim uang sejumlah Rp. 
300.000, Rp. 500.000, dan terakhir kali di bulan Desember 2014 ia 
mengirim uang kepada Anda Suhanda sebesar Rp. 250.000 dengan 
alasan untuk uang modal usaha dan juga untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. 
Devi Anita mengirim uang kepada Anda Suhanda melalui Wesel 
Instan dan melakukan transfer di Bank Nagari, tetapi bukti 
pengirimannya tidak ia simpan karena takut ketahuan orang tuanya.  
Alasan Devi Anita mengirim uang kepada Anda Suhanda adalah 
karena dulu Devi Anita masih sayang kepada Anda Suhanda, tetapi 
sekarang sudah tidak sayang lagi dikarenakan Anda Suhanda adalah 
orang yang tidak jujur. Pada awal berkenalan dengan Anda Suhanda 







































status Devi Anita adalah janda dan sudah mempunyai dua orang 
anak yang masih kecil.
22
 
Apabila Devi Anita tidak mau melakukan hubungan suami istri, 
maka Anda Suhanda mengancam akan mengiris-iris wajahnya, dan 
akan menabraknya dengan sepeda motor. 
Devi Anita pernah melakukan hubungan suami istri dengan Anda 
Suhanda di Hotel Jayakarta di daerah Singkarak di bulan  Desember  
tahun  2013, sebanyak  3 kali, dimana melakukan pertama kali tidak 
ada paksaan, namun melakukan hubungan suami istri yang kedua 
dan ketiga kali karena diancam dan dipaksa oleh Anda Suhanda. 
Kedatangan Anda Suhanda ke Padang Panjang sebanyak  4 kali 
yaitu yang pertama di akhir tahun 2011, kedua di akhir tahun 2012, 
ketiga di akhir tahun 2013 dan ke empat di akhir tahun 2014.
23
 
4. Saksi Heri Gusman Panggilan Mak Andi, di bawah sumpah, pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
Saksi adalah saksi dalam perkara ini sebelumnya Heri Gusman 
tidak pernah sama sekali bertemu dengan Anda Suhanda, ia baru 
bertemu saat Anda Suhanda sudah dihajar oleh massa.
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Pada hari Sabtu tanggal 3 Januari tahun 2015 sekitar pukul 18.20 
WIB setelah salat magrib, Anda Suhanda dipancing melalui sms 









































untuk mengambil sisa uang yang dijanjikan oleh Yunengsih ke 
rumahnya yang di letakkan di depan pintu. Kemudian Anda 
Suhanda datang sendirian dengan berpakaian sorban dan 
mengenakan topi haji, lalu ketika ia akan memasuki rumah 
Yunengsih, ia berbalik lagi karena melihat banyak warga di dekat 
rumah Yunengsih. Setelah itu Anda Suhanda mengirimkan sms 
kepada Yunengsih dan mengatakan bahwa banyak warga di dekat 
rumahnya dan dibalas tidak apa-apa karena orang ramai di tetangga 
sebelah, kemudian menyuruh Anda Suhanda datang ke rumahnya.
25
 
Akhirnya Anda Suhanda ditangkap serta diperlihatkan terlebih 
dulu kepada Yunengsih dan ia mengiyakan bahwa orang yang 
dimaksud olehnya adalah Anda Suhanda. Kemudian Heri Gusman 
langsung mengamankan handphone Anda Suhanda.  
5. Saksi Dedi Zulherman, di bawah sumpah, pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
Saksi adalah saksi dalam kasus pemerasan dan pengancaman 
terhadap istrinya Yunengsih yang telah dilakukan oleh Anda 
Suhanda. Ia mengetahui pemerasan/pengancaman itu pada hari 
Jumat 2 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan 
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Siti Manggopoh Nomor 33 RT 07 Kelurahan Kampung Manggis 
Kecamatan Padang Panjang Barat.
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Ancaman terhadap istrinya Yunengsih adalah apabila istrinya 
tidak memberikan uang kepada Anda Suhanda, maka Anda Suhanda 
akan membunuh Dedi Zulherman dan ibu mertuanya, kemudian 
anaknya akan dibuat cacat seumur hidup serta menyebarkan foto-
foto istrinya dan membakar rumahnya.
27
 
Menurut istrinya Yunengsih, pemerasan dan pengancaman telah 
terjadi  pada akhir tahun 2011 dan terakhir pada hari Jumat tanggal 
2 Januari 2015. Anda Suhanda melakukan pemerasan/pengancaman 
terhadap istrinya Yunengsih melalui handphone dan sms dengan 
meminta sejumlah uang kepada istrinya.
28
 
Kemudian istrinya Yunengsih, mengirimkan uang tersebut 
dengan cara mentransfernya malalui ATM dengan bertahap, yaitu 
sejumlah Rp. 500.000, Rp. 300.000, dan ada juga yang diberikan 
oleh istrinya secara langsung kepada Anda Suhanda.  
 
C. Keterangan Terdakwa 
Di dalam persidangan Anda Suhanda telah memberikan keterangan yang 
pada pokoknya sebagai berikut: 









































Anda Suhanda telah melakukan pemerasan/pengancaman sejak tahun 
2011 sampai dengan tahun 2015. Awal mula Anda Suhanda mengenal Devi 
Anita adalah dengan cara mengacak-acak nomor telepon yang kemudian 
terhubung di nomor milik  Devi Anita. Dengan seiring berjalannya waktu 
antara Anda Suhanda dengan Devi Anita menjalin hubungan asmara. Anda 
Suhanda mulai melakukan pemerasan/ pengancaman terhadap Devi Anita 
setelah ia memiliki foto setengah telanjang  Devi Anita melalui handphone 
dan sms kepada Devi Anita.  Apabila Devi Anita tidak memberikan uang, 
maka Anda Suhanda mengancam akan mengiris-iris wajah, menabraknya 




Pada saat itu Devi Anita mengirimkan uang kepada Anda Suhanda 
melalui Pos  dengan wesel instan. Jumlah uang yang sudah Anda Suhanda 
minta kepada Devi Anita lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000. Selain itu 
Anda Suhanda juga pernah melakukan hubungan suami istri dengan Devi 
Anita sebanyak tiga kali yang dilakukan di Hotel Jayakarta di Singkarak, 
apabila Devi Anita menolak maka ia pun mengancam akan mengiris-iris 
wajahnya dan menyebarkan foto setengah telanjang Devi Anita.
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Hal yang sama juga dilakukan oleh Anda Suhanda ketika berkenalan 
dengan Yunengsih ia mengacak-acak nomor telepon sehingga terhubung 
pada nomor milik Yunengsih. Kemudian ia mulai berkenalan dengan 
Yunengsih melalui handphone. Setelah akrab antara Anda Suhanda dengan 
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Anda Suhanda melakukan pemerasan/pengancaman dengan cara 
mengatakan akan membunuh orang tua dan suami Yunengsih, membakar 
rumah, membuat anak Yunengsih cacat, dan akan menyebarkan foto 
telanjang dadanya di tempat Yunengsih mengajar. Yunengsih mengirimkan 
uang kepada Anda Suhanda dengan cara mentransfernya melalui rekening 
Bank BRI atas nama Masitoh dan ke rekening Bank BNI atas nama 
Mohamad Madkasim yang baru diketahui adalah tetangga dari Anda 
Suhanda di Cikampek Jawa Barat.
32
 
Anda Suhanda telah meminta uang kepada Yunengsih sebanyak Rp. 
3.000.000 tetapi baru ditransfer Rp. 500.000.
33
 
Anda Suhanda melakukan hubungan suami istri dengan Yunengsih pada 
hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di 
Hotel Maison di Bukittinggi. Sebelum melakukannya Anda Suhanda 
mengancam akan membunuh Yunengsih dengan alasan ia membawa pisau di 
dalam jaketnya pada saat itu dan akan mempermalukan Yunengsih jika 
menolak untuk melakukan seperti yang ia minta. Alasan membawa pisau 
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Anda Suhanda mengakui telah datang ke Padang Panjang sebanyak 4 kali. 
Pertama diakhir tahun 2011, kedua diakhir tahun 2012, ketiga diakhir tahun 
2013, dan keempat diakhir tahun 2014 sampai ia ditangkap pada hari Sabtu 3 
Januari 2015. Alasan ia melakukan pemerasan/pengancaman adalah untuk 
menguntungkan diri sendiri. Dan Anda Suhanda menyampaikan permohonan 
maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan dan perbuatannya serta tidak akan 
mengulanginya lagi kepada pihak Devi Anita dan Yunengsih yang menjadi 




D. Pertimbangan Hakim 
Alasan Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta 
dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan 
persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Anda 
Suhanda bin Ita Sufita panggilan Anda berkenalan dengan Devi Anita 
pada bulan Desember tahun 2010 dengan cara mengacak-acak nomor 
handphone dan tersambung ke nomor handphone milik Devi Anita, lalu 
pada bulan April tahun  2011 Devi Anita menjalin hubungan asmara atau 
pacaran dengan Anda Suhanda. Kemudian Anda Suhanda meminta uang 
kepada Devi Anita pada bulan Desember tahun 2010 sejumlah Rp. 
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500.000 namun saat itu Anda Suhanda tidak melakukan pengancaman 
terhadap Devi Anita dikarenakan belum mempunyai foto setengah 




Ancaman tersebut berupa apabila Devi Anita tidak mengirimkan 
uang kepada Anda Suhanda maka ia akan menyebarkan foto setengah 
telanjangnya ke tempat kerja Devi Anita, serta akan mengiris-iris 
wajahnya. Selain itu Anda Suhanda juga akan memperlihatkan foto 
tersebut kepada orang tua Devi Anita. Sehingga Devi Anita mengirim 
sejumlah uang sebesar Rp. 300.000 dan kadang sejumlah Rp. 500.000 dan 
yang terakhir di bulan Desember 2014, ia mengirim uang sejumlah Rp. 
250.000. Devi Anita mengirimkan uangnya melalui pos dengan wesel 
instan. Di lain waktu Devi Anita juga pernah melakukan hubungan suami 
istri dengan Anda Suhanda di Hotel Jayakarta di daerah Singkarak di 
bulan Desember tahun 2013, sebanyak  3 kali dimana yang pertama tidak 
ada paksaan, kemudian yang kedua dan ketiga diancam dan dipaksa oleh 
Anda Suhanda. Apabila Devi Anita tidak mau melakukannya maka Anda 
Suhanda mengancam akan mengiris-iris wajah Devi Anita, akan 
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Begitu juga Yunengsih pertama kali berkenalan dengan terdakwa 
adalah dengan cara yang sama. Kemudian Yunengsih dan Anda Suhanda 
menjalin hubungan pertemanan. Setelah akrab Yunengsih mengirimkan 
foto dirinya pakai jilbab dan tanpa jilbab, serta foto dalam keadaan 
setengah telanjang dada kepada Anda Suhanda.  
Pemerasan dan pengancaman yang terjadi pada Yunengsih 
pertama kali pada bulan September tahun 2011 melalui sms dengan 
ancaman apabila tidak mengirimkan uang maka Anda Suhanda akan 
menyebarkan foto Yunengsih dalam keadaan setengah telanjang dada ke 
orang tuanya dan tempat sekolah dimana Yunengsih mengajar agar ia 
dipecat dari tempat kerjanya. Selain itu Anda Suhanda juga mengancam 
akan membakar rumah Yunengsih, akan membunuh ibu dan suaminya 
serta membuat anaknya cacat seumur hidup, serta akan merusak 
kehidupan rumah tangganya.  Anda Suhanda juga memaksa Yunengsih 
untuk melakukan hubungan suami istri.
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Yunengsih mengirimkan uang kepada Anda Suhanda melalui 
transfer ATM sejumlah Rp. 2.000.000 kemudian meminta lagi sejumlah 
Rp. 3.000.000 tetapi pada saat itu Yunengsih tidak ada uang sehingga 
hanya mengirim sebanyak Rp. 500.000. Total jumlah yang pernah dikirim 
Yunengsih kepada Anda Suhanda kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000. 
Yunengsih mengirimkan uang kepada Anda Suhanda melalui rekening 
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Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan kumulatif,  yaitu kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) 
KUHP dan kedua melanggar Pasal 369 ayat (1)  KUHP junto Pasal 65 
ayat (1)  KUHP. 
Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan 
kesatu sebagaiaman diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP junto Pasal 65 
ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut: 
1. Unsur “Barangsiapa” 
Unsur “Barangsiapa” dalam pemeriksaan identitas terdakwa yang 
telah dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan 
identitasnya secara lengkap seperti dalam surat dakwaan Penuntut 
Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah 




Maka berdasarkan pertimbangan unsur ini telah terpenuhi secara 
sah dan menyakinkan menurut hukum. 
2. Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum” 
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Diperoleh fakta yuridis di dalam persidangan yaitu terdakwa Anda 
Suhanda meminta uang kepada Devi Anita dan Yunengsih dengan 
jumlah total masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 adalah dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri yang digunakan untuk 
kebutuhan Anda Suhanda sehari-hari dan untuk modal usaha.41 
Maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan 
menurut hukum. 
3. Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan” 
Berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi 
dapat diperoleh sebagai berikut: 
Perbuatan terdakwa yang mengancam Devi Anita yaitu terdakwa 
akan mengiris-iris wajahnya, dan akan mencelakakan anak-anaknya 
apabila Devi Anita tidak mengirimkan uang kepada terdakwa dan juga 
apabila Devi Anita tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan 
terdakwa maka ia diancam akan mengiris-iris wajahnya dan 
menabraknya dengan sepeda motor adalah termasuk dalam perbuatan 
memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan.42 
Perbuatan terdakwa terhadap Yunengsih yaitu apabila ia tidak 
mengirimkan uang kepada terdakwa, maka terdakwa mengancam akan 
membakar rumah, membunuh ibu dan suaminya, akan membuat 
anaknya cacat seumur hidup dan memaksa Yunengsih untuk 







































melakukan hubungan suami istri serta mengancam akan merusak 
rumah tangga Yunengsih adalah termasuk dalam perbuatan memaksa 
seseorang dengan ancaman kekerasan.43 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini 
telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum. 
4. “Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat 
hutang maupun menghapuskan piutang” 
Diperoleh fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yaitu 
sebagai berikut: 
Terdakwa sering meminta uang kepada Devi Anita  Kadang Devi 
Anita mengirim sejumlah Rp. 300.000, Rp. 500.000 dan terakhir di 
bulan Desember tahun 2014 sejumlah Rp. 250.000. Devi Anita 
mengirimkan uang melalui pos dengan wesel instan. Sehingga 
kerugian yang dialami oleh Devi Anita ditaksir lebih kurang sebesar 
Rp. 20.000.000.44 
Pada bulan September 2011 Yunengsih mengirimkan uang kepada 
Anda Suhanda melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000. Anda Suhanda 
terakhir meminta uang kepada Yunengsih pada hari Jumat tanggal 26 
Desember 2014 dimana ia meminta sebesar Rp. 3.000.000 untuk biaya 
pulang ke Kerawang Jawa Barat yang pada saat itu hanya Yunengsih 
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kirim sejumlah Rp. 500.000. Total kerugian yang dialami oleh 
Yunengsih lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000. Yunengsih 
mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama 
Masitoh dan rekening Bank BNI atas nama Mohamad Madkasim.45 
5. Beberapa Perbuatan yang berdiri sendiri 
Perbuatan terdakwa Anda Suhanda kepada Devi Anita dan 
Yunengsih dilakukan oleh terdakwa dalm rentang waktu antara tahun 
2011 sampai tahun 2014 dan perbuatan tersebut terdiri dari beberapa 
perbuatan dimana terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang 
masing-masing harus dipandang berdiri sendiri dan masing-masing 
menjadi kejahatan.46 
Unsur ini telah terpenuhi, secara sah dan menyakinkan menurut 
hukum. Karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP  junto 
Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Maka terdakwa haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.47 
Karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka 
selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua 
sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP junto Pasal 65 ayat (1) 
KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
 









































1. Unsur “Barangsiapa” 
Unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan 
kesatu. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih 
pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kesatu ke dalam 
dakwaan kedua ini, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah 
dan menyakinkan menurut hukum.
48
 
2. Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum” 
Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam 
dakwaan kesatu. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil 
alih pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu ke dalam dakwaan 




3. Unsur “Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun 
tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia” 
Unsur  “Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan 
maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia” ini 
bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur terbukti maka 
keseluruhan unsur harus dianggap juga telah terbukti dan terpenuhi.
50
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Dengan menemukan fakta dipersidangan bahwa perbuatan 
terdakwa mengancam akan menyebarkan foto setengah telanjang Devi 
Anita dan Yunengsih ke tempat kerjanya, dan akan memperlihatkan 
kepada orang tuanya adalah termasuk suatu ancaman akan membuka 
suatu rahasia.51 
4. Unsur “Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu, yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, 
atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” 
Unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu. Sehingga 
dalam dakwaan kedua ini, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah 
dan menyakinkan menurut hukum.
52
 
5. Beberapa perbuatan yang berdiri sendiri 
Unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu. Sehingga 
dalam dakwaan kedua ini, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah 
dan menyakinkan menurut hukum.
53
 
Karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) KUHP junto Pasal 65 
ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa Anda Suhanda haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak 
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.
54
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Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, ancaman pidana 
maksimum terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut Pasal 
369 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun, maka oleh 
karena itu maksimum pidana yang dapat diancam terhadap perbuatan 
Terdakwa adalah 5 tahun dan 4 bulan. 
Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang 
dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Terdakwa mampu 
bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 
 
E. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan: 
Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu 
pertimbangan lebih dahulu hal-hal yang meringankan dan memberatkan: 
1. Hal-hal yang Memberatkan: 
a. Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Devi Anita dan Yunengsih 
menjadi trauma 
b. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban 
masing-masing sejumlah Rp. 20.000.000. 
c. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. 
d. Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman ini sudah 
berulang-ulang kali. 






































2. Keadaan yang meringankan: 
a. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. 
b. Terdakwa belum pernah dihukum. 
c. Terdakwa memiliki tanggungan keponakan yang yatim.56 
Mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan 
ditetapkan sesuai amar putusan dibawah ini. Mengingat, Pasal 368 ayat 
(1) KUHP  junto Pasal 65 KUHP dan Pasal 369 ayat (1) KUHP  junto 
Pasal 65 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan 
dengan perkara ini. 
 
F. Amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang 
1. Menyatakan Terdakwa Anda Suhanda bin Ita Sufita tersebut di atas, 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pemerasan dengan kekerasan dan pemerasan dengan nista beberapa kali 
sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua.
57
 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. 
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3. Menetapkan  masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 
5. Memetapkan barang bukti berupa: 
1 buah buah handphone merek Nokia E5 warna putih, 
15 lembar resi bukti trnsaksi melalui ATM, dikembalikan kepada 
Yunengsih, 
1 buah handphone merek Mito warna putih. 
1  buah handphone merek Nexian warna hitam, 
1 lembar surat yang berisikan ancaman, 
1 buah amplop warna putih bertuliskan Bapak Ustad Dedi, 
dimusnahkan, 
1 lembar resi kiriman wesel pos/instan di kantor Pos Padang Panjang 
dengan pengiriman atas nama Devi Anita dan penerima atas nama Nani 
Suryani yang telah dikembalikan. 
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 
3000,00; 



































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA 
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DENGAN NISTA PUTUSAN 
NO.15/PID.B/2015/ PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG  
 
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan 
Pengancaman dengan Nista (Studi Putusan Nomor 
15/Pid.B/2015/PN.Padang Panjang) 
 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam tindak pidana 
pemerasan dengan tindak pidana pencurian itu terdapat perbedaan dimana 
pada kenyataannya unsur mengambil barang dapat berada di tangan 
pelakunya karena adanya penyerahan yang dipaksakan oleh orang yang 
menguasai benda tersebut kepada pelakunya. Akan tetapi kedua tindak 
pidana tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama kejahatan yang 
ditujukan pada harta kekayaan orang lain.
1
 
Di Indonesia telah banyak sekali terjadi kejahatan-kejahatan semacam 
ini, dan pelakunya bisa dari berbagai kalangan mulai dari orang dewasa 
hingga anak-anak, dari pejabat hingga kalangan sipil biasa. Sehingga 
hukuman yang dijatuhkan pun berbeda-beda. Hukuman yang dijatuhkan 
bersifat pengajaran agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi 
perbuatannya lagi baik untuk yang kedua kali atau seterusnya di masa yang 
akan datang. 
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  P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009), 68.  

































Tindak pidana pemerasan dan pengancaman semacam ini memberikan 
efek ketidak tentraman dan mencekam dalam kehidupan masyarakat, 
seringkali masyarakat merasa tidak aman akan harta dan benda-benda yang 
bernilai lainnya yang ia miliki. Karena biasanya pelaku kejahatan tidak 
hanya melakukan pemerasan terhadap pemilik harta tetapi juga disertai 
dengan ancaman kekerasan. 
Salah satunya adalah kasus pemerasan dan pengancaman (Studi Putusan 
Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdp) yang dilakukan oleh Anda Suhanda kepada 
Yunengsih dan Devi Anita teman wanitanya. Awal mula perkenalan Anda 
Suhanda dengan Yunengsih dan Devi Anita adalah melalui nomor telepon 
yaitu dengan cara mengacak nomor telepon yang kemudian terhubung pada 
nomor handphone milik Yunengsih dan Devi Anita. Perkenalannya dengan 
dua wanita ini terjadi dengan rentang waktu 4 tahun.
2
 
Ada 5 saksi yang diajukan dalam persidangan yang terdapat dalam 
Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdp yaitu: Yunengsih dan Devi Anita 
sebagai korban dalam kasus pemerasan dan pengancaman ini, Saksi Sandra 
Weli, Heri Gusman Panggilan Mak Andi, dan Dedi Zulherman Nasution  
yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan, 
dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri 
Padang Panjang. 
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 Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdp, 3.   

































 Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No.15/Pid.B/2015/PN.Pdp 
harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang 
berlaku yaitu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai 
tindak pidana pemerasan dan pengancaman  yang tercantum  dalam Pasal 
368  ayat (1) KUHP dan Pasal 369 ayat (1) KUHP junto Pasal 65 ayat (1) 
KUHP.  
Dalam teori pemidanaannya karena dakwaan penuntut umum disusun 
secara kumulatif dengan dua dakwaan yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP dan 
369 ayat (1) KUHP junto Pasal 65 ayat (1) KUHP maka  disini terjadi suatu 
perbarengan tindak pidana yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) 
KUHP yang berbunyi : 
(1) “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya 
dijatuhkan satu pidana”. 
Sistem penjatuhan pidana yang dipakai adalah Vercherpte Absorptie 
stelsel karena merupakan variasi dari Absorptie stelsel maka yang dijatuhkan 
juga hanya satu pidana saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi 
ditambah dengan 1/3 nya. Jadi, pasal 65 KUHP mengatur Meerdaadse 
Samenloop atau perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa perbuatan 
kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Maka penjatuhan 

































pidana dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini adalah sebagai 
berikut: 
Pada tindak pidana pemerasan hukuman maksimal yang dijatuhkan 
adalah 9 tahun. Sedangkan dalam tindak pidana pengancaman hukuman 
maksimal yang dijatuhkan adalah 4 tahun, maka seharusnya penjatuhan 
pidana kepada terdakwa Anda Suhanda adalah 9 + 1/3 x 9 = 12 tahun.  
Karena makna dari ajaran samenloop ini ialah tentang perhitungan 
beratnya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan 
beberapa tindak pidana. Tetapi pada kenyataannya hakim apabila 
menghadapi peristiwa semacam ini jarang sekali menjatuhkan pidana yang 
terberat. 
Sebelum menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tidak menemukan hal-
hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
pembenar dan atau alasan pemaaf. Kesalahan selalu berkaitan dengan 
pembuat tindak pidana yang dapat dipersalahkan sehingga seseorang dapat 
dicela karena melakukan tindak pidana. Kemampuan pelaku tindak pidana 
untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh 
dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan 
dalam hukum pidana, ketika ia melakukan suatu tindak pidana. Dapat 
dipertanggungjawabkan ketika akalnya yang sehat dapat membimbing 





































 Dalam hal ini berarti terdakwa telah memenuhi syarat untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya mengingat asas tiada 
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka Terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Terdakwa mampu 
bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana 
dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan antara lain meliputi hal-
hal yang memberatkan:  
a. Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Devi Anita dan 
Yunengsih menjadi trauma,  
b. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban 
masing-masing sejumlah Rp 20.000.000,  
c. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, 
d. Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman ini sudah 
berulang-ulang kali,  
e. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan dan ketentraman 
keluarga para saksi korban. 
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 Chairul Huda, Dari “Tiada Pidana Tnpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban 
Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan 
Petanggungjawaban Pidana”, (Jakarta: Prenadamedia , 2006), 89. 

































Dan hal-hal yang meringankan:  
a. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, 
terdakwa belum pernah dihukum,  
b. Terdakwa memiliki tanggungan keponakan yang yatim. 
Selain itu terdakwa dalam kasus ini bisa saja dikenai Pasal 285 KUHP 
tentang tindak pidana pemerkosaan yang berbunyi: “Barangsiapa dengan 
kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 
bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan 
perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ”.4 
Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar 
larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP harus terbukti mempunyai 
kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, baik Penuntut Umum 
maupun hakim di sidang Pengadilan harus dapat membuktikannya.  
Akan tetapi dalam kasus pemerasan dan pengancaman beberapa kali 
dengan  nista diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa 
terdakwa Anda Suhanda dalam melakukan kejahatannya selain melakukan 
pemeresan dengan meminta sejumlah uang secara berulang-ulang juga 
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 KUHP & KUHAP Beserta Penjelasannya, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), 83. 
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 Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Pdp. 


































B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pertimbangan Hakim Terhadap 
Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dengan Nista (Studi Putusan 
Nomor 15/Pid.B/2015/ PN. Padang Panjang) 
 
Jika ditinjau dalam hukum pidana Islam putusan yang dijatuhkan oleh 
Majelis Hakim pada perkara No.15/Pid.B/2015/PN.Pdp atas tindak pidana 
pemerasan dan pengancaman beberapa kali dengan nista yang dilakukan oleh 
terdakwa Anda Suhanda dalam Islam melarang segala bentuk kejahatan yang 
mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-
undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Hukum pidana Islam 
merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan 
manusia baik di dunia maupun  di akhirat yaitu menempatkan Allah sebagai 
pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada 
orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi 
perintah Allah. Perintah Allah yang telah dilaksanakan bertujuan untuk 
kemaslahatan dirinya dan orang lain. Al-Quran merupakan penjelasan Allah 
tentang syariat sehingga disebut penjelasan salah satunya dalam bentuk nas 
atau tekstual tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa 
hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh 
keluarga korban atas adanya putusan dari Pengadilan. Orang berzina harus 
dicambuk seratrus kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. 

































Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah 
maka hukumannya adalah rajam.
6
  
Karena itu tidak terkecuali termasuk tindak pidana pemerasan dan 
pengancaman yang di dalam hukum pidana Islam menurut para fukaha 
dikategorikan dalam hukum pidana perampokan dengan pencurian besar.
7
 
Sehingga sanksi yang ditetapkan bagi perampok ada empat macam yaitu 




Keempat jenis sanksi berat ini tidak dipilih, tetapi dilaksanakan secara 
keseluruhan dan disesuaikan dengan tindakannya. Bagi perampok yang 
membunuh korban, sanksinya berupa hukuman mati, bagi perampok yang 
membunuh dan merampas harta korban, sanksinya berupa hukuman mati dan 
disalib, bagi perampok yang merampas harta korban, sanksinya berupa 
potong-tangan dan kakinya secara bersilang dan bagi perampok yang 
menakut-nakuti korban, sanksinya adalah diasingkan atau dipenjara. 
Hukuman terhadap perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman 
seperti dalam kasus di atas dalam hukum pidana Islam adalah termasuk 
dalam Jarimah Hudud yaitu hirabah atau perampokan. hirabah  ialah tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada 
pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk 
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 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam...,1.   
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 Ibid., 69  
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 Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah,2013), 135.  

































menguasai harta orang lain atau menakut-nakuti untuk membunuh korban. 




Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Anda Suhanda dalam 
hukum Islam seharusnya dikenai sanksi hukuman potong tangan dan kaki 
secara bersilang yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Tentu saja jika 
anggota badannya normal apabila anggota badannya sudah tidak normal 
dalam arti apabila terdakwa sebelumnya sudah dikenakan hukuman had 
dengan kejahatan yang sama maka bagian anggota badan yang lain yang 
harus dipotong. Begitu juga seterusnya, apabila pelaku tidak bertobat dan 
apabila sudah tidak ada lagi anggota badan yang dapat dipotong maka 
hukuman terakhirnya adalah hukuman mati atau dibunuh. 
Tentu saja hal ini harus memenuhi syarat-syarat harta yang diambil oleh 
pelaku hirabah yaitu: harus tersimpan, milik orang lain, tidak ada syubhat, 
dan memenuhi nisab. Memenuhi nisab disini ialah apabila harta yang diambil 
senilai seperempat dinar atau tiga dirham perak. Maka diberlakukan 
hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang yaitu dipotong tangan 
kanan dan kaki kiri.  
Di dalam hukum Islam juga dikenal penjatuhan hukuman pada gabungan 
tindak pidana tetapi dibatasi oleh dua teori lain yaitu dengan menggunakan 
teori saling melengkapi dan teori penyerapan. Pada kasus tindak pidana 
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pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Anda Suhanda 
penjatuhan hukumannya menggunakan teori saling melengkapi karena hanya 
satu hukuman saja yang dijatuhkan.  Meskipun berbeda-beda unsur serta 
hukumannya, seperti pencurian biasa dengan perampokan (hirabah), 
keduanya dikategorikan sebagai pencurian. Tetapi hukumannya bisa saling 
melengkapi karena pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan untuk maksud 
memberikan pendidikan/ pengajaran (ta’dib) dan pencegahan (zajr) terhadap 
orang lain. apabila tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman saja, 
gabungan hukuman tidak dibutuhkan lagi selama hukuman tersebut dapat 










































Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Anda Suhanda 
kurang tepat karena Majelis Hakim melalui pertimbangan-
pertimbangannya dalam putusan nomor 15/Pid.B/2015/PN.Padang 
Panjang, seharusnya menjatuhkan hukuman menggunakan Vercherpte 
Absorptie stelsel  yaitu hukuman yang terberat ditambah dengan 1/3  
menjadi 12 tahun. Tetapi Majelis hakim justru menjatuhkan hukuman 
selama 4 tahun dan 6 bulan.  
2. Di dalam Islam melarang segala bentuk kejahatan yang mengganggu 
ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan 
yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Tindak pidana pemerasan 
dan pengancaman yang di dalam hukum pidana Islam menurut para 
fukaha dikategorikan dalam hukum pidana perampokan/ Hirabah. 
Sehingga sanksi yang ditetapkan pada terdakwa adalah hukuman 
potong tangan dan kaki secara bersilang. Karena harta yang diambil 
telah memenuhi syarat-syarat harta yang mewajibkan diberlakukannya 
hukuman had potong tangan dan kaki secara bersilang yaitu 
dipotongnya tangan kanan dan kaki kiri sesuai dengan ketentuan surah 
Al-Maidah ayat 33. 
 

































B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis 
menyajikan beberapa saran sebagai berikut :  
1. Terkait dengan UU tentang pengancaman yang memerlukan delik 
bersifat aduan hendaknya lebih dilakukan secara efektif oleh Hakim 
untuk menguak kejahatan, mengingat kejahatan pengancaman semacam 
ini justru banyak yang lolos dari penanganan para penegak hukum. 
Karena kejahatan tersebut tentu akan sangat merugikan korban. 
Hendaknya hukum harus bergerak sesuai dengan perbuatan-perbuatan 
yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana.  
2. Terkait tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang semakin marak 
terjadi di kalangan masayarakat diharapkan bisa membuat masyarakat 
lebih berhati-hati, khususnya untuk tidak mudah percaya dengan orang 
yang tidak dikenal baik itu dari sosial media maupun handpohne. Karena 
alat elektronik dan sosial media adalah sarana efektif untuk melakukan 
kejahatan. 
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